DESA DI REMBANG WAJIB ALOKASIKAN DANA DESA
UNTUK TANGANI STUNTING
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Isi Berita:

Lingkar.co — Setiap desa di Kabupaten Rembang wajib mengalokasikan dana desa (DD)
untuk pencegahan dan penurunan stunting. Hal itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup)
Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran
2024.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (P3D) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Rembang Moh. Nur
Said menyebutkan tahun ini alokasi dana desa untuk stunting di setiap desa di kisaran Rp
8 juta hingga Rp 20 juta yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa.

Said menambahkan, desa dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan fisik dan non
fisik. Untuk kegiatan fisik seperti pembangunan atau rehabilitasi gedung posyandu,
poskesdes, polindes, PAUD dan TK. Kemudian sarana air bersih, jamban keluarga, MCK

umum dan saluran sanitasi.
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“Pembangunan posyandu ini juga mendukung di dalam penanganan stunting. Sarana iar
bersih, MCK dan saluran sanitasi,” kata dia, Kamis (16/5/2024).

Sementara kegiatan non fisik meliputi pelatihan kesehatan, pengelolaan PAUD,
Posyandu, Polindes, dan TK, penyuluhan dan konseling, rembug stunting hingga
penyelenggaraan .

“Tim-tim lain di tingkat desa juga bisa difasilitasi disini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Said menjelaskan, dalam penanganan stunting peran Dinpermades antara
lain menyusun kebijakan pencegahan stunting di level desa yang tertuang dalam Perbup
37 tahun 2023 tentang pedoman APBDes dan Perbup 45 tahun 2023 tentang juknis
pedoman dana desa.

Dinpermades mendampingi desa dalam menyusun APBDes. Kemudian melakukam
monitoring dan evaluasi penggunaan APBDes yang dialokasikan untuk pencegahan dan
penurunan stunting.

“Perencanaan di level desa ini kita bantu mengawalnya. Insyaallah itu (pengawasan) akan
kita lakukan di bulan Juni untuk (APBDes) di tahun 2025. Nanti finalnya di bulan
Desember terkait penyusunan APBDes,” pungkasnya. (*) (Miftahus Salam)
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Catatan

e Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan =~ pembangunan,  pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
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e Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun,
maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

e Seccara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang
berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian
wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

e Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes
merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan
di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaran Desa melalui Musyawarah
Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).!

e Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa
meliputi :

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil
swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus)
untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang
pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi
dana desa.

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

! https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-

desa#t:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20(PERDES).
2 Ibid
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